
Menimbang 

Mengingat 

BUPATILAHAT 

PERATURAN BUPATI LAHAT 
NOMOR 8 TAHUN 2018 

TENTANG 

l)EMB~NTUKAN DAN TATA KER,JA KOMISI PENILAI 
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAHAT, 

a. bahwa untuk peningkatan kualitas dan kapasitas Komisi 
Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
(AMDAL) Kabupaten Labat dengan melaksanakan 
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nornor 08 
Tahun 2013 tentang Tata Laksana penilaian dan 
Pemcriksaa n Dokurnen Lingkungan Hidup Serta 
Penerbitan Izin Lingkungan, dan Peraturan Menteri 
Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 t.entang 
Pcrsynratan dan Tata Cara Lisensi Kornisi Penilai Analisis 
V1 c:11gen ai Dampak Lingkungan Hid up diharapkan Komisi 
Penilai AMDAL Kabupaten Lahat dapat melakukan 
penilaian Dokumen AMDAL yang menjadi kewenangannya 
dengan baik; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Lahat tentang Pembentukan dan Tata Kerja Komisi Penilai 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 

l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan 
Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan 
L,crnharan Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

Ur.dang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 
J,Ol)7 ten tang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
lnclnnesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4725); _ 

3 . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Perigelolaan Lingkungan 
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

4 . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

Jal an Kolonel Barlian Bandar Jaya Lahat, Telp. (0731) 323000 



Menetapkan 

5 . Pcrat.uran Pemerintah Republik Indonesia Nomor '· 27 
Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48); 

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 
Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi 
Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 233); 

7 . Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hid up Nomor 05 
Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang 
Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
i Ticlup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nornor 408) ; 

g f)crnJuran Ment.eri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 
Tahtrn 2012 ten ta ng Pedoman Penyusun an Dokumen 
L..ingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Norn or 990); 

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 
Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan 
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hid up Serta 
Perlerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013Nomor 1258); 

l l . Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 
201 6 ten tang Pernbentukan dan susunan Perangkat. 
!);1n;1h Kabupaten Lahat ; 

MEMUTUSKAN 

PF:F:ATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA 
KF.r:UA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK 
LINGKUNGAN HIDUP. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da la m Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
l. Bupa ti adalah Bupati La hat. 
2. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat 

DLH adala h Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Llahat. 
J. Komisi Peniai AM DAL Kabupaten Lah at, yang 

selanjutnya d isinggkat KPA a dalah komisi yang bertugas 
m cnila i dokumen AMDAL. 

4 . /\n~iisis Mengenai Dampak Lingkungan Hid up yang 
seia njutnya d isingkat AMDAL adalah kajian mengen a i 
dampak besar dan pen ting suatu usaha dan/ atau 
kegiatan yan g direncanakan pada lingkungan hidup yang 
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelen ggaraan usaha dan/ atau kegiatan. 



5 . Kerangka Acuan yang selanjutnya disingkat KA ada1ah 
ruang lingkup kajian Analiss Dampak Lingkungan Hidup 
yang merupakan hasil pelingkupan. 

6 Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya 
clisingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan 
mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha 
dan/ atau kegiatan. 

7. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hid up yang 
selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan 
dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan 
akibat dari rencana usaha dan/ a tau kegiatan. 

8. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang 
selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan 
komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari 
rencana usaha dan/ a tau kegiatan. 

BAB II 
PEMBENTUKAN, SUS UN AN, DAN TU GAS 

\~ KEANGGOTAAN KPA 

Bagian Pertarna 
Pemben tukan KPA 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk KPA Kabupaten 
Lahat. 

(2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan 
di DLH. 

(3) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh : 
a. Tim Teknis KPA yang selanjutnya disebut Tim Teknis; 

dan 
b. Sekretariat KPA. 

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
d ibcntuk oleh oleh Kepala DLH. 

(:'i) ~";cJ..:rc1a riat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat: (3) 
hun1f b dibentuk oleh oleh Kepala DLH. 

Bagaian Kedua 
Susunan Keanggotaan KPA 

Pasal3 

(1) Keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat ( 1) terdiri dari : 
a . Ketua; 
b. Sekretaris; dan 
c. Anggota. 

(2) Ketua KPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 
dijabat oleh Kepala DLH. 

(.1) Sekretaris KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (J) 
huruf b dijabat oleh Kepala Bidang Penataan dan 
Pcnaatan, Perlindungan Pengelolaa n Lingkungan Hidup 
DLH. 



(4) Keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat" (1) 
huruf c tercantum dalam Lampiran I dan tenaga ahli 
dibidang biogeofisika-kimia, sosial ekonomi budaya, 
kesehatan dan perencanaan pembangunan pada 
Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
clari Peraturan Bupat1 ini. 

( 1 ) 

(4) 

Bagaian Ketiga 
Susunan Keanggotaan Tim Teknis 

Pasal4 

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(3) huruf a terdiri dari : 
a. Ketua yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris 

KPA;dan 
b. Anggota yang terdiri atas : 

1.. Wakil dari instansi lingkungan h idup; 
2. Wakil dari instansi teknis yang membidangi 

usaha dan/ a tau kegiatan yang bersangkutan; 
3 . Ahli di bi dang lingkungan hid u p dari instansi 

lingkungan hidup; 
t'.J . Ahli terkait usaha dan /atau kegiatan yan g 

bersangkutan dan dampak lingkungan dari 
rcncana usaha dan/atau kegiatan. 

lnsU111si Lingkungan Hidup Pusat dan Prov.insi Surnatera 
Scl~11;cm mcnjadi anggota Tim Teknis . 
Ua lam melakukan proses penilaian AM DAL, kctua KPA 
rnenentukan dan menugaskan anggota Tim Teknis 
sesuai dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang 
rliajukan unt1..1k dilakukan penilaian dokumen AMDAL; 
dan 
Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) 
huruf b dapat menjadi anggota KPA. 

Bagian Keempat 
Tugas KPA, Tim Teknis, dan Sekretariat 

Pasal 5 

(I) l~cL1 !it KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayal 
(1) huruf a mcmpunyai tugas antara lain : 
;1. 1n(:m1gnskan anggota Tim Teknis untuk melakukan 

pcnila ian l{A, ANDAL, dan RKL-RPL; 
b. menerbitkan persetujuan KA; 
c . memimpin s idang KPA untuk mencntukan 

kelayakan atau ketidak layakan lingkungan atas 
rencana usaha dan/atau kegitan; 

d. menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian 
akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir 
mengenai kelayakan atau ketidak layakan 
lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap 
hasi l kajian yang tercantum dalam ANDAL, RKL-RPL 
kepada Bupati Lahat. 



~ 

(2) Sekretatis KPA sebagaimana dimaksud dalam Pas~l 3 
ayat (1) huruf b mempunyai tugas: 
a. sebagai Ketua Tim Teknis; 
b. membantu tugas ketua KPA dalam melakukan 

koordinasi proses penilaian KA, ANDAL, RKL-RPL; 
c. menyusun rumusan konsep persetujuan KA; 
d. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis 

atas ANDAL dalam bentu.k berita acara rapat Tim 
Teknis mengenai hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL 
yang dilakukan oleh Tim Teknis; 

e. mewakili ketua KPA untuk memimpin sidang KPA 
dalam hal ketua KPA berhalangan; 

f. menyampaikan hasil penilaian teknis atas ANDAL, 
RKL-RPL kepada KPA, dalam hal ketua KPA 
berhalangan untuk memimpin sidang KPA; 

g. menyusun rumusan hasil penilaian ANDAL dalam 
bentuk berita acara rapat KPA mengenai hasil 
penilaian ANDAL dan RKL-RPL yang dilakukan KPA; 

h. merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau 
keputusan ketidaklayakan lingkungan; 

1. merumuskan konsep surat keputusan kelayakan 
atau keputusan ketidak layakan lingkungan hidup; 
dan 

J. merumuskan konsep izin lingkungan yang diberikan 
atas keputusan kelayakan lingkungan hidup. 

(3) Anggota KPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 
(4) mempunyai tugas memberikan penilaian terhadap 
kelayakan atau ketidak layakan lingkungan hidup atas 
n-: ncana usaha dan/atau kegiatan, berdasarkan : 
a . kebijakan instansi yan g diwakilinya, bagi anggota 

yang berasal dari instansi pemerintah; 
b . kebij akaJ1 pembaJ1gunan daerah dan pembangunan 

wilayah, bagi anggota yang berasal dari 
pemerin tahan; 

c. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang 
berasal dari organisasi lingkungan a.tau lembaga 
swadaya masyarakat; dan 

d. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota 
yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga 
terkena dampak dari rencana usaha dan/ atau 
kegiatan yang bersangkutan. 

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 
mempunyai tugas, antara lain: 
a. menilai secara teknis dan melakukan kendaJi mutu 

atas KA, ANDAL, dan RKL-RPL beserta perbaikannya 
m ela lui: 
1. uj i tahap proyek; 
2 . uji kualitas dokumen; dan 
3. telaah terhadap kelayakan a tau ketidak layakaJ1 

lingkungan atas • rencana usaha dan/ atau 
kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum 
dalam dokumen ANDAL, dan RKL-RPL dan 
kriteria kelayakan lingkungan; 



b. menyampaikan hasil penilaian KA, ANDAL, dan RKL­
RPL kepada ketua KPA; dan 

c. menyampaikan h a sil telaahan terhadap kelayakan 
a tau ketidak layakan lingkungan rencana usaha 
dan/ atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus 
diperhatikan oleh a.nggota KPA dalam memberikan 
rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan. 

(5) Sekrctariat KPA mempunyai tugas antara lain : 
a. menerima KA, ANDAL, dan RKL-RPL yang diajukan 

untuk dilakukan penilaian dan menerima 
pemohonan izin lingkungan serta memberikan tanda 
terima atas dokumen dimaksud; 

b. melakukan kendali mutu KA, ANDAL, dan RKL-RPL 
yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi; 

c. memberi pernyataan tertulis tentang kelengkapan 
atau ketidak lengkapan adminisfrasi atas KA, 
ANDAL, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai 
untuk dapat diproses lebih lanjut; 

d. menerima KA, ANDAL, dan RKL-RPL hasil perbaikan 
untuk disampaikan kepada Tim Teknis; 

e . tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, 
penyediaan informasi pendukung dalam 
penyelenggaraan rapat Tim Teknis dan rapat KPA; 

f. memberi informasi status penilaian KA, ANDAL, dan 
RKL-RPL; dan 

g. tugas lain yang diberikan oleh KPA. 

BAB III 
TATA KERJA KPA 

Bagian Pertama 
Penilaian Dokumen KA 

Paragraf l 

~
t?~t, "l\%, Prnseclu r Pe nerimaan 

,:.. 

Pas;..1 ! 6 

(I) KA ci.iajukan oleh pemrakarsa kepada Bupati melalui 
Sekretariat KPA. 

(2) Sekretariat KPA memeriksa kelengkapan administrasi 
dokumen KA, berdasarkan panduan uji administrasi KA 
yang terdapat dalam panduan O 1 Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 
2013 ten tang Ta ta Laksana Penilaian dan Pemeriksaan 
Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin 
Lingkungan. 

(3) Bcrdasarkan uji administrasi, sekretariat KPA 
m em berikan pernyataan tertulis mengenai kelengka pa n 
a t;:iu ketidak lengkapan administrasi KA. 

(4) Sckcta riat KPA menyampaikan informasi KA yang telah 
dinyalakan lengkap sesuai dengan persyaratan 
aclministrasi kepada ketua KPA d an menyiapkan su rat 
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penugasan penilaian secara teknis KA dari ketua KPA 
kepada Tim Teknis. 

(5) Dokumen KA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib 
dilakukan penilain KA sampai diterbitkanya surat 
pcrsetujuan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 
terhitung KA diterima dan dinyatakan lengkap secara 
;:idministrasi. 

( l) 

(2) 

(3) 

Parngrnf 2 
Penilaian oleh Tim Teknis 

Pasal 7 

Tim Teknis melakukan Penilaian KA atas penugasan dari 
ketua KPA. 
Penilaian sebaga.imana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan dalam bentuk rapat Tim Teknis yang dipimpin 
oleh Ketua Tim Teknis. 
Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta 
rapat Tim Teknis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja 
sebelum dilaksanakan rapat Tim Teknis sebagaimana 
c! imaksud pada ayat (2). 

(11) Dal am hal Ketua Tim Teknis tidak dapal memimpin 
mp~lt penilaian KA, rapat dipimpin oleh anggota yang 
clitun_juk oleh Ketua Tim Teknis. 

(:;·, /\11/-'J~o t.a Tim Teknis yang tidak hadir dalarn rapat Tim 
Tcknis dapat mcmberikan masukan tertulis pa ling lama 
5 (lima) hari kerja setelah hari rapat Tim 1eknis. 

(6) Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota Tim 
Teknis dicatat oleh petugas dari Sekretariat KPA dan 
dituangkan dalam berita acara rapat. 

(7) Hasil penilaian KA oleh Tim Teknis disampaikan pada 
ketua KPA. 

Pasal8 

(l) Rapat Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
c1yat (2 ) wajib dihadiri oleh : 
cl. pemrakarsa a tau wakil yang ditunjuk oleh 

r,cmr<1karsa ym,g memiliki kapasitas 1..mtuk 
,:i: 11g:1mbilcm kcputusan; dan 

. .. u1:1 pcnyusun dokumen AMD/\L. 
(:2) Daiam ha! terda pat anggota tim penyusun dokumen 

AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf b 
tidak dapat menghadiri rapat Tim Teknis dan rapat KPA, 
anggota tim yang bersangkutan wajib menyampaikan 
surat keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan 
secara h ukum. 

(3) Rapat Tim Teknis dan rapat KPA dapat dibatalkan oleh 
pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/ atau tim 
pcnyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
tida k hadi r . 



Paragraf 3 
Perbaikan oleh Pemrakarsa 

Pasal9 

( 1) Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempurnakan KA 
berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis dan 
m.enyerahkan kepada Ketua KPA melalui Sekretariat KPA 
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam berita acara 
rapat penilaian; 

(2) Dalam hal dokumen yang telah disempurnaka n 
sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) belum memenuhi 
k c te n t l.1an perba ika n berdasarkan hasil penilaian, Ketua 
f< I'/\ set.c lc1 h m e n den garkan ha s il pcm c r-iksa<1 n 
:->·i· n ~t~:iria t KPA dan sara n-sara n Tim Tcknis , bcrh ;ik 
111 cm in tr1 pcmrakarsn untuk mempcrba iki kcmbali KA. 

(:l ) Wa k tu yang digunakan oleh pemrakarsa un tuk 
m enanggapi dan menyempurnakan KA sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) tidak termasuk 
dalam 30 (t iga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (5). 

(4) KA dinyatakan tidak berlaku apabila pemrakarsa tidak 
menanggapi dan menyempurnakan KA sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2), dan ayat (3) paling lama 3 (tiga) 
tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen 
d im aksud kepada pernrakarsa oleh KPA untuk dilakukan 
pc rbaikan dan penyempurnaan. 

(5 ) Dc.1 !;:nn hal KA tidak berlaku sebagaima na dimaksud pada 
i- ty c1 t (4), pemrakarsa mengajukan kemba li KA sesua1 
clcnga n ketentuan sebagaimana d im a ksud d a lam 
Pasal 6 . 

Pa ragraf 4 
Penolakan 
Pasal 10 

Da la m hal rencana lokasi dilaksanakannya usa ha dan/ atau 
kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang wilayah dan/ a tau rencana tata ruang 
kawa san dan/atau perundang-undanga n, KPA wajib menolak 
KA dimaksud. 

Paragra f 5 
Persetujuan KA 

Pasal 11 

( l) D:·ila rn ha ! hasil pen ila ia n Tim Teknis rnenya taka n KA 
dapat disepakati, ketua KPA menerbitkan persetujuan 
KA. 



(2) Surat persetujuan KA beserta KA dis.1mpaikan bleh 
ketua KPA kepada pemrakarsa ditembuskan kepada 
anggota KPA. 

Paragraf 6 
Pcnynrnpaian Salinan Keputusan clan Publikasi 

Pasal 12 

Salinan keputusan kesepakatan KA beserta dokumennya 
disampaikan oleh Bupati kepada: 
a . Gubernur Sumatera Selatan; 
b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Surnatera 

Selatan; 
c . Pimpinan sektor /instansi yang membidangi usaha 

dan/atau kegiatan yang bersangkutan di Kabupaten 
La bat; 

d . Pirnpinan sektor /instansi yang terkait dengan usaha 
dan/atau k:::giatan yang bersangkutan di Kabupaten 
L8hat. 

Bagian Kedua 
Pcnilatan Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL 

Paragraf l 
Prosedur Penitaian 

Pasal 13 

( 1) AND AL, RKL, dan RPL diajukan oleh pemrakarsa kepada 
Bupati melalui Sekretariat KPA. 

(2) Sekretariat KPA memeriksa kelengkapan administrasi 
clokumen ANDAL, RKL, dan RPL. 

(J) Sckretariat KPA memberikan tanda bukti penerimaan 
kepada pemrakarsa terhadap dokumen ANDAL, RKL, dan 
RPL yang telah memenuhi administrasi dan sudah 
rlir!,Hndakan sejumlah anggota KPA penilai yang 
c\ii !nd::rng. 

(.:\ ) ' l';111cir1 bukLi penerimaan sebagaimana climaksud pada 
:rva t (3) dilengkapi dengan hari dan t.anggal penerimaan 
dokumen. 

(5) Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), dilakukan penilaian dan pengambilan 
keputusan atas hasil penilaian paling lama 75 (tujuh 
puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda 
bukti penerimaan sebagairnana dimaksud pada ayat (3). 

Paragraf 2 
Penilaian oleh Tim Teknis 

Pasal 14 

(1) Ti m Teknis melakukan Penilaian ANDAL, RKL, da n RPL 
a LRs permintaan KPA. 



(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat •· (1) 
dilakukan dalam bentuk rapat Tim Teknis yang dipimpin 
oleh Ketua Tim Teknis. 

(3) Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta 
rapat Tim Teknis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja 
sebelum dilaksanakan rapat Tim Teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

(4) Dalam hal Ketua Tim Teknis tidak dapat memimpin 
rapR.t penilaian ANDAL, RKL, dan RPL, rapat dipimpin 
oleh anggota yang ditunjuk oleh Ketua Tim Teknis. 

(5) Anggota Tim Teknis yang tidak hadir dalam rapat Tim 
Teknis dapat memberikan masukan tertu1is paling lama 
5 (lima) hari kerja setelah hari rapat Tim T~knis. 

(6) Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota Tim 
Teknis dicatat oleh petugas dari Sekretariat KPA. 

(7) Hasil penilaian ANDAL, RKL, dan RPL oleh Tim Teknis 
disampaikan pada rapat KPA. 

Paragraf 3 
Penilaian oleh KPA 

Pasal 15 

(1) Ketua KPA mengundang anggota untuk menilai ANDAL, 
RKL, dan RPL. 

(2) Pcnilaian sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) 
dilakukan dalam bentuk rapat KPA yang dipimpin oleh 
Kctua KPA. 

(-1) Uncla nga n dan dokumen diterima oleh seluruh peser ta 
rapat KPA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum 
dilaksanakan rapat KPA sebagaimana dimaksud pada 
aya t (2). 

(4) Dalam hal Ketua KPA tidak dapat memimpin rapat KPA, 
rapat dipimpin oleh Sekretaris KPA. 

(5) Dalam hal Ketua dan Sekretaris KPA tidak dapat 
m emimpin rapat KPA, rapat dipimpin oleh anggota yang 
ditunjuk secara tertulis oleh Ketua KPA. 

Pasa l 16 

( I ) l<npa! Tim Teknis dan rapat KPA sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) wajib 
dihacliri oleh : 
A . pe mrakarsa atau wakil yang ditunjuk o leh 

pcmrakarsa yang memiliki kapasilas untuk 
pengambila n keputusan; dan 

b. tim penyusun dokumen AMDAL. 
(2) Dalam hal terdapat anggota tim penyusun dokumen 

AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
tidak dapat menghadiri rapat Tim Teknis dan rapat KPA, 
anggota tim yang bersangkutan waj ib m enyampaika n 
surat keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan 
secara hukum. 



(J) f'(apat Tim Teknis dan rapat KPA dapat dibatalka n bleh 
p1mpinan rapat apabila pemrakarsa dan / atau tim 
penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak hadir. 

Pasal 17 

(1) Semua anggota KPA berhak menyampaikan pendapat 
dalam rapat KPA. 

(2) KPA wajib memperhatikan saran, masukan dan 
tanggapan dari masyarakat. 

(3) Anggota KPA yang t idak hadir dalam rapat KPA dapat 
memberikan masukan tertulis paling lama 5 (lima) hari 
kc rj a setelah hari rapat KPA. 

(4) Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota 
KPA dan pemrakarsa dicatat oleh petugas d ari 
Sekretariat KPA dan dituangkan dalam berita acara rapat 
penilaian . 

(5) Dalam melakukan penilaian, KPA wajib memperhatikan 
kctentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 
(1), ayat (2) dan ayat (3). 

( 1) 

(3) 

(4) 

Paragraf 4 
Perbaikan oleh Pemrakarsa 

Pasal 18·-

Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempurnakan 
ANDAL, RKL, dan RPL berdasarkan hasil penilaian KPA 
clan menyerahkan kepada Ketua KPA melalui Sekretariat 
KPA sebagaimana yang telah ditetapkan dalam berita 
c:1cara rapat penilaian. 
Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan 
scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum memenuhi 
ketentuan perbaikan berdasarkan hasil pemeriksaan 
Sekretariat KPA dan saran-saran Tim Teknis, Ketua KPA 
berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki. 
Waktu yang digunakan oleh pemrakarsa untuk 
menanggapi dan m enyempurnakan ANDAL, RKL, dan 
RPL sebagaiman a dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) 
tidak termasuk dalam hitungan 75 (tujuh puluh lima) 
hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 
(5). 

Dalam h al · pemrakarsa tidak menanggapi dan 
menyempurnakan ANDAL, RKL, dan RPL sebagaimana 
d ima'ksud pada ayat (2), dan ayat (3) paling lama 3 (tiga ) 
tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen 
cl imaksud kepada pemrakarsa oleh KPA untuk dilakukan 
pc:nyempurnaan, dok1.-1men ANDAL, RKL, dan RPL 
tcrsebut dinyatakan kada luarsa . 



Paragraf 5 
Penyampaian Berita Acara Rapat 

Penilaian clan Dokumen 
Pasal 19 

.. 

(1) Kcl un KPA menyampaikan beri ta acara rapat penilaian 
clan dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) kepada Bu pati. 

(2) Beri t:a acara dan dokumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) digunakan sebagai dasar per t imbanga n dalam 
penga mbilan keputusan kelayakan atau ketidak layakan 
lingkungan hidup dan izin lingkungan bagi rencana 
usaha dan /atau kegiatan bersangkutan 

Paragraf 6 
Keputusan 
Pasal20 

( l) Keputusan kelayakan atau ketidak layakan lingkungan 
hiclup sualu rencana usaha dan / a tau kegiatan maupun 
izin lingkungan diterbilkan oleh Bupati mclalui Dinas 
IJcnanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lahal. 

(2) Pcn erbitan kelayakan atau ketidak laya kan lingkungan 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1} wajib 
mcncantumkan : 
a. dasar pertimbangan dikeluarkan keputusan dan Izin 

Lingkungan; dan 
b. pertimbangan terhadap saran, penda pat dan 

tanggapan yang diajukan warga masyarakat. 

Paragraf 7 
Penyampaian Salinan Keputu san dan Publikas i 

Pasal 21 

Salinnn kepu tusan kelayakan lingkungan ANDAL, RKL-RPL 
dan f zin Lingkungan beserta dokumennya disampaikan oleh 
l3upali kepada : 
a. Gubernur Sumatera Selatan; 
b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Suma tera 

Se]atan; 
c. pimpinan sektor / instansi yang membidangi usaha 

dan/atau kegiatan yang bersangkutan di Kabupaten 
Lahat; 

d. pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha 
dan/atau kegiatan yang bersangkutan di Kabupaten 
Lahat; 



BAB IV 
PEMBIAYAAN 

Pasa1 22 

(1) Dana kegiatan untuk penilaian AMDAL dan UKL-UPL 
dapat dibebankan kepada pemrakarsa sesuai denga n 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Jasa penilaian dokumen AMDAL dan pemeriksaan 
dokumen UKL-UPL yang dilakukan oleh KPA dan Tim 
Tckn is dibebankan kepada pem rakarsa sesuai dengan 
hiRya st.a ndar umum nasional a tau daerah. 

Pasal 23 

( 1) Dana Jasa p enilaian untuk dokumen AMDAL 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 , mencakup 
komponen biaya untuk penilaian AMDAL dan penerbitan 
izin lingkungan yang meliputi: 
a. honorarium: 

1. KPA, yang m eliputi ketua, sekretaris, dan 
anggota; 

2. Tim Teknis; dan 
3. Anggota Sekretariat. 

h. rcnggandaan dokum en AMDAL dalam kcgi2.t.an 
pcrsiapan rapat Tim Teknis, dan rapat KPA. 

c pclnksan nan rapat Tim Teknis dan rapat KPA, yang 
rnr,lip11ti : 
i . l) i,1y,1 pcnyclenggaraan rapat; 
2 . biaya transportasi lokal peserta rapat Tim Teknis 

dan rapat KPA dan anggota sekretariat; 
3. biaya tran sportasi peserta rapat Tim Tekn is dan 

rapat KPA serta anggota sekretariat dari luar 
kota ke lokasi dilaksanakannya rapat; dan 

4. uang harian peserta rapat Tim Teknis dan rapat 
KPA. 

d. Penggandaa n dokumen AM DAL fina l pada tahap 
p asca rapat Tim Teknis dan rapat KPA. 

(2) Dana jasa pemeriksaan formulir UKL-UPL dan 
pe ncrbilan izin lingkungan mencakup komponen biaya 
untuk pemeriksaan formulir UKL-UPL da n penerbitan 
i:-:in lingkungan yang meliputi : 
;i _ Jwnorarium pcmeriksaan UKL-UPL; 
b. penggandaan formulir UKL-UPL pada tahap 

persiapan rapat koordin asi pemeriksaan UKL-UPL; 
c. pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan UKL­

UPL an tara lain : 
1. biaya penyelenggaraan rapa t; 
2. biaya transportasi lokal peserta rapat; 

'3 . biaya transportasi peserta rapat dari luar kota 
lokasi dilaksanakan ra pat; 



4. biaya akomodasi peserta rapat dari luar kota 
lokasi dilaksanakannya rapat; dan 

5 . uang harian peserta rapat. 
d. pengga.ndaan formulir UKL-UPL yang tela.h disetujui 

pada tahap pasca pemeriksaan formulir UKL-UPL. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal24 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Lahat Lahat Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Tata 
Laksana dan Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 25 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 
diunclangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat. 

Ditetapkan di Lahat 
pad a tan ggal 1; ab ruo.r1 2018 

Diunda ngkan di La.hat 
pada tanggal 13 fQb(Ullfl 2018 

Pit. ~7ARJS DAERAH KABUPATEN LAHAT 

I-1. HAPY/'\NTO 

BERTT/\ DAERAH KABUPATEN LAHAT TA H UN 20 18 NOMOR 15 
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~ ::~ .. ' 

Lampiran I 
Peraturan Bupati Lahat 
Nomor B Tahun 20 J 8 
Tanggal 13 fQ,bruo.ri 2018 
Ten tang 
Pembentukan dan Tata Kerja Komisi 
Penilai AMDAL 

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI AMDAL 
KABUPATEN LAHAT 

I. Penanggung Jawab 
II. Pengarah 
III. Kctua 
IV. Sekretaris 
V. Anggota 

Bupati Lahat 
Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
Kabid. Penataan clan Penaatan PPLH DLH 
1. KepaJa Sadan Perencanaan Peml::tangunan 

Daerah Kabupaten Lahat; 
2. 

3 . 
4. 

5 . 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1. 
12. 
13. 
14 . 
15. 

16. 

17 . 

18 . 

Kepa1a Dinas Penanaman Modal dan PTSP 
Kabupaten Lahat; 
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat; 
Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang 
Kabupaten Lahat; 
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Lahat; 
Dinas yang membidangi Rencana Usaha 
dan/ atau Kegitan yang Bersangkutan; 
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 
Lahat; 
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten 
Lahat 
Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya 
Alam Setda Kabupaten Lahat 
Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan 
DLH 
Danra mil yang bersangkutan 
Kapolsek yang bersangkutan 
Camat wilayah bersangkutan 
Ahli di bida ng lingkungan hidu p 
Ahli di bidang rencana usaha dan / atau 
kegiatan yang diajukan pemrakarsa 
Wakil lembaga swadaya masyarakat di 
bidang ling kungan hidup 
Wa kil dari masyarakat yang terkena 
dampak 
Anggota-anggota lain yang dipandang perlu 

AT, 

N ASWARI RIVA'! 



NO 
l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

" 

.. 

NAMA TENAGA AHLI 
Desti Hafsoh, ST -

Mukhlis, SoS, MM -

-
Chairul Hakim, SE -

Farida Hasibuan, SKM -

-

Abi Syahmora, ST, MT -
-

A.M. Ifadihamsyah Siregar -
-

-

Catatan : 

Lampiran II 
Peraturan Bupati Lahat 
Nomor S Tahun 2018 
Tanggal 13 ~fl.(Ur°I 2018 
Tentang 
Pembentukan dan Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL 

KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI SEBAGAI TENAGA AHLI 

SERTIFIKASI TENAGA AHLI KETERANGAN 

S 1 Tehnik Lingkungan Ahli lingkungan 

Sl Manajemen Pembangunan Ahli Sosial, Ekonomi dan 
Daerah Budaya 
S2 Administrasi Pu blik 
Sl Ekonomi Ahli Sosial, Ekonomi dan 

Budaya 
S 1 Kesehatan Masyarakat Ahli Kesehatan 
AMDAL Penilai 
S l Sarjana Hukum Ahli Perencanaan Pembangunan 
S2 Tehnik Perencanaan 
Pembangunan Wilavah dan Kota 
S 1 Pertemakan Ahli Biogeofisik 
S2 Magister Manajemen 
AMDAL Penilai 

1. Tenaga Ahli adalah mewakili keahlian yang dimiliki perseorangan, tidak m ewakili instansi 
2. Tenaga ahli yang dijadikan p ersyaratan lisensi TIDAK BOLEH MELAKUKAN PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL 

T, 
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